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Dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu membutuhkan 
pertolongan orang lain dalam berbagai hal baik sosial, ekonomi dan lain 
sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia melakukan transaksi 
dengan indibvidu lain dengan memanfaatkan harta yang dimilki. Salah satu 
transaksi yang sering ditemukan adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan 
yang tidak dapat dihindari oleh setiap masyarakat terutama masyarakat di 
Desa Sendang Asih. Salah satu jual beli yang dilakukan di Desa Sendang Asih 
yaitu jual beli genting. Pelaksanaan jual beli genting yang dilakukan di Desa 
Sendang Asih adalah kegiatan yang dilakukan antara produsen dan agen 
dimana agen akan datang langsung ke tobong untuk melihat genting dan 
melakukan kesepakatan pembelian dengan produsen. Kesepakatan tersebut 
terkait dengan harga dan kualitas genting yang ada di tobong.  Adapun yang 
menjadi masalah dari judul ini adalah bagaimana sistem jual beli genting 
antara produsen dengan agen di tobong genting Desa Sendang Asih 
Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah? dan Bagaimana 
pandangan Hukum Islam tentang sistem jual beli genting antara produsen 
dengan agen di tobong genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang 
Agung Kabupaten Lampung Tengah?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sistem jual beli genting antara produsen dengan agen di tobong 
genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung 
Tengah dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem jual 
beli genting antara produsen dan agen di tobong genting Desa Sendang Asih 
Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di 
lingkungan masyarakat yang menjadi tempat penelitian dan dianalisis secara 
deskriptif analisis yaitu memaparkan dan melaporkan suatu objek, keadaan, 
kebiasaan dan perilaku tertentu kemudian dianalisis secara kritis. Data 
diperoleh melalui wawancara dengan responden yaitu produsen dan agen 
sebagai sumber data utama sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui 
pustaka atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik 
pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Analisa dalam penelitian ini dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli genting yang terjadi yaitu 
agen datang langsung ke tobong untuk melihat genting yang ada di tobong dan 
apabila setuju maka produsen dan agen akan melakukan kesepakatan secara 
lisan. Produsen menjual dengan harga yang disepakati, sedang biaya muat dan 
pengangkutan menjadi tanggung jawab agen (pembeli). Oleh karenanya, 
apabila terjadi kerusakan ketika sampai di tempat tujuan, bukan merupakan 
tanggung jawab produsen. Sesuai dengan akad bahwa genting yang pecah 
sampai di tempat tujuan merupakan tanggung jawab agen, maka secara hukum 
produsen tidak berkewajiban untuk mengganti dan apabila agen menuntut 
ganti rugi atas genting yang pecah kepada produsen maka hukumnya mubah 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian 
terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 
tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 
kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul. Di samping itu langkah ini 
merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan 
dibahas. 
Adapun skripsi ini berjudul “Sistem Jual Beli Genting antara Produsen 
dengan Agen Menurut Hukum Islam (Studi pada Tobong Genting Desa 
Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. 
Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu 
sebagai berikut: 
Sistem adalah suatu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari beberapa 
komponen dan masing-masing komponen saling mempengaruhi dan saling 
melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu.
1
 
Jual beli genting antara produsen dengan agen mengandung arti 
menjual dan membeli. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang 
yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu.
2
 Genting adalah 
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 Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, (Malang: UB Perss, 2011), H.20 
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salah satu jenis atap rumah yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan 
dibakar
3
. Dalam hal ini, jual beli genting dilakukan antara produsen dan agen. 
Agen datang ke tobong dan melakukan kesepakatan dengan produsen terkait 
harga dan kualitas genting. kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan. 
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 
dan sunnah Rasul baik langsung maupun tidak langsung yang mengatur 
tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat 
semua yang beragam Islam.
4
  
Dari penjelasan penegasan judul tersebut maka maksud dari judul ini 
adalah membahas masalah Sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan 
Agen Menurut Hukum Islam pada Tobong Genting Desa Sendang Asih 
Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan-alasan dalam memilih dan menentukan judul tersebut 
adalah ; 
1. Alasan Objektif, 
a. Karena agen merasa berkuasa dan produsen tidak membantah maka hal 
tersebut menimbulkan kerugian pada produsen itu sendiri, seperti yang 
terjadi di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten 
Lampung Tengah 
b. Karena jenis transaksi ini sudah biasa terjadi dan berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari baik sebagai produsen maupun agen. 
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 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, (Jakarta: 
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2. Alasan Subjektif 
a. Pokok bahasan skripsi ini dipilih karena relevan dengan bidang ilmu 
yang sedang digeluti penulis di fakultas syariah jurusan hukum 
ekonomi syariah. 
b. Berdasarkan aspek yang akan diteliti mengenai sistem jual beli tersebut 
serta tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat mungkin 
dilakukan penelitian 
C. Latar Belakang Masalah 
Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur hubungan manusia 
yang satu dengan yang lainnya agar terjadi keselarasan. Aturan tersebut diatur 
oleh Islam dalam bentuk mu‟amalah. Oleh karena itu mu‟amalah adalah 
tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang 
ditentukan.
5
 Orang banyak terjun ke dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan 
hidup salah satunya yaitu jual beli.
6
 Jual beli merupakan segala sesuatu yang 




Sesuai dengan perkembangan zaman jual beli sangat berkembang 
dengan cepat dan bermacam-macam, salah satunya yaitu jual beli yang 
dilakukan oleh masyarakat di desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung 
Kabupaten Lampung Tengah yaitu jual beli genting. Genting adalah salah 
satu obyek yang banyak diminati oleh masyarakat karena genting merupakan 
benda yang berfungsi sebagai atap suatu bangunan. Genting merupakan 
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7




bagian utama dari suatu bangunan sebagai penutup atap rumah. Fungsi utama 
genting adalah untuk menahan panas cahaya matahari atau curahan air hujan.
8
 
Berdasarkan penelitian sementara yang penulis laksanakan bahwa 
masyarakat di desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten 
Lampung tengah mayoritas masyarakatnya adalah pembuat genting. Dalam 
sistem jual beli genting, sudah disepakati bahwa perhitungan harga genting 
bersih di tempat produsen, tetapi ketika terjadi kerusakan di jalan Agen 
meminta ganti rugi genting yang pecah pada produsen dengan alasan genting 
kurang bagus, padahal pengangkutan genting dari tobong oleh agen ke tempat 
tujuan merupakan tanggung jawab agen, sedangkan genting yang pecah tidak 
dibawa ke tempat produsen oleh agen sebagai bukti. Untuk mengetahui 
apakah genting yang pecah merupakan tanggung jawab produsen atau agen, 
maka perlu dilakukan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem jual beli genting di tobong 
genting desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung 
Tengah dengan judul penelitian sebagai berikut. Sistem Jual Beli Genting 
antara Produsen dengan Agen Menurut Hukum Islam (Studi pada 
Tobong Genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung 
Kabupaten Lampung Tengah) 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah Tentang Sistem Jual Beli Genting antara 
Produsen dengan Agen Menurut Hukum Islam di tobong genting Desa 
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Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. 
Dengan mengetahui sistem jual belinya, maka secara hukum dapat diketahui 
siapa yang bertanggung jawab atas genting yang pecah saat sampai di tujuan 
(tempat pengecer) akibat pengangkutan. 
E. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen di 
tobong genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten 
Lampung Tengah? 
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang sistem jual beli genting 
antara produsen dengan agen di tobong genting Desa Sendang Asih 
Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah? 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui Sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen 
di tobong genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung 
Kabupaten Lampung Tengah 
2. Untuk mengetahui bagaimana Menurut Hukum Islam tentang tanggung 
jawab genting yang pecah di tobong genting Desa Sendang Asih 
Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah 
G. Signifikasi/Manfaat Penelitian 




Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan tambahan wawasan dan pemahaman mengenai Sistem Jual 
Beli Genting antara Produsen dengan Agen Menurut Hukum Islam dan 
diharapkan dapat memperkaya keilmuan Islam pada umumnya dan civitas 
akademik Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada 
khususnya.  
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis 
Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis 
untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum 
dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung. 
b. Bagi peneliti berikutnya 
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagain bagian bahan 
acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti mengenai Sistem 
Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field reseach) 
yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi 
unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk 
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan  dan posisi saat 




Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau 
masyarakat.
9
 Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan 
khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi 
mengadakan penelitian  mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah 
berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial. 
2. Sifat Penelitian 
Data yang diperoleh adalah data baru dan dianalis secara deskriptif 
analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan 
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif 
mengenai fakta–fakta , ciri–ciri, serta hubungan dengan unsur yang ada. Di 
dalam penelitian ini akan didiskripsikan tentang bagaimana Sistem Jual 
Beli Genting antara Produsen dengan Agen 
3. Data dan Sumber Data 
Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum 
dari Sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen, oleh karena 
itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah sebagai 
berikut: 
a. Data Primer 
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari 
tempat yang menjadi objek penelitian (produsen dan agen yang 
melakukan jual beli genting di tobong genting desa Sendang Asih 
Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah). Dalam hal 
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ini data tersebut diperoleh dari responden langsung yaitu Produsen 
genting dan Agen. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung yang 
memberikan data kepada pengumpul data, yaitu melalui pustaka 
(referensi) yang berkaitan dengan penelitian. 
4. Pengumpulan Data 
a. Interview/ wawancara 
Interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Secara 
sederhana wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi 
antara pewawancara dan sumber informasi (orang yang di wawancarai) 
melalui komunikasi langsung. 
Metode ini penulis gunakan untuk mempermudah dalam proses 
pengumpulan data berkenaan dengan permasalahan judul skripsi. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang 
sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, 
gambar maupun foto. 
5. Populasi dan sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 




dalam penelitian ini  yaitu 10 Produsen  dan 3 Agen. Karena jumlah 
populasinya sedikit maka seluruh populasi dijadikan sampel dengan teknik 
total sampling. 
6. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematika kualitatif dan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara menyusun pola dan 
membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk dipahami diri sendiri 
maupun orang lain. 
Data yang telah terkumpul kemudian diuraikan secara kualitatif, 
yakni suatu metode yang membentuk data deskriptif berupa kata-kata 
tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang bisa dipahami.
10
 
Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif. 
Metode berfikir dedukatif
11
, yaitu berangkat dari pengetahuan yang 
bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak 
menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran 
umum mengenai sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen 
melalui penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut 
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
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A. Jual Beli Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli 
a. Pengertian jual beli 
Jual beli atau perdagangan menurut istilah fiqh yaitu adalah al-
ba’i  yang secara etimologi berarti menjual, mengganti atau menukar 
sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-ba’i berarti jual, tetapi 
sekaligus juga berarti beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya 
perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.
12
 
Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta dengan harta 
atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantinya itu. 
Jalaluddin al-Mahally mengartikannya secara bahasa yaitu tukar 
menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan.
13
 
Menurut istilah (terminologi) jual beli mengandung arti sebagai 
berikut: 
1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan 
cara melepaskan hak milik dari yang satu ke yang lain dengan dasar 
saling merelakan. 
2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai 
dengan aturan syara‟ 
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3) Saling tukar menukar harta, saling menerima dan dapat dikelola 
melalui ijab dan kabul dengan cara yang sesuai dengan aturan syara‟ 
4) Tukar-menukar barang yang satu dengan yang lain dengan cara yang 
diperbolehkan 
5) Penukaran benda yang satu dengan yang lain melalui jalan saling 
merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya 
dengan cara yang diperbolehkan. 
6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka 
jadilah penukaran hak milik secara tetap.
14
  
Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
bahwa Ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran 
antara benda dengan uang.
15
 
Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran 
harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik 
dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sedangkan Ulama Hanafiyah 
mengartikan bahwa jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta 
melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan 
melalui cara tertentu.
16
 Pertukaran harta yang dimaksud di sini yaitu 
adalah harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan 
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manusia untuk menggunakannya, serta cara tertentu yang dimaksud 
adalah dengan sighat atau ungkapan ijab dan kabul. 
Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar 
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kenikmatan.
17
 
Perikatan adalah akad yang mengikat antara kedua belah pihak dan 
yang menjadi objeknya adalah sesuatu yang berbentuk. Jual beli dalam 
arti khusus yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan 
dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik.
18
 Penukaran 
tersebut bukan berupa emas dan bukan pula berupa perak dan barang 
tersebut sudah diketahui sifat-sifatnya.
19
  
Dari definisi di atas dapatlah dipahami bahwa jual beli lebih 
menekankan pada tukar-menukar harta dengan cara melepaskan hak 
milik dari yang satu kepada yang lain. Tukar-menukar yang dimaksud 
di sini adalah berupa pertukaran antara barang dengan uang. Jual beli 
yang terjadi pada zaman sekarang sangat berbeda dengan yang terjadi 
pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu manusia melakukan jual beli 
dengan cara saling menukar barang untuk mendapatkan barang yang 
dibutuhkan. Dapat diartikan bahwa hikmah dari diperbolehkannya jual 
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Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa yang dimaksud 
dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang yang 
mempunyai nilai dan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah 
pihak (penjual dan pembeli) sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan 
syara‟ atau tidak bertentangan dengan ketentuan syari‟at Islam. 
b. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya adalah 
diperbolehkan (mubah)
21
 berdasarkan kitabullah dan sunnah yang 
berupa perkataan, sunnah yang berupa perbuatan dan ketetapan 
Rasulullah Saw. Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam 
Islam yaitu: 
1) Dalil Al-qur‟an 
Manusia hidup di dunia memiliki kebutuhan bermacam-
macam yang harus dipenuhi baik berupa sandang, pangan, papan dan 
lain lain. Salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
adalah jual beli. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dikenal oleh 
masyarakat dan sudah ada sejak zaman nabi kemudian berkembang 
hingga sekarang. Allah sudah mensyari‟atkan jual beli sebagai 
kegiatan yang diperbolehkan hal tersebut terdapat dalam al-Qur‟an 
surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi: 
بَ  َم امّرِ    َوَأَحلَّ هللُا امَْبْيَع َوَحرَّ
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Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli adalah transaksi 
yang diperbolehkan oleh syara‟ yang berarti bahwa hukumnya jelas 
boleh tetapi dilarang melakukan jual beli yang mengandung  unsur 
riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual 
beli ataupun transaksi yang lain tanpa diimbangi oleh suatu transaksi 
yang tidak dibenarkan dalam syari‟ah.
23
 Dalam ayat tersebut telah 
dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi Allah telah melarang 
manusia untuk melakukan riba karena sudah jelas dalam ayat di atas 
bahwa hukum dari riba adalah haram.  
2) Hadis 
Hadis yang mengemukakan tentang jual beli yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah yang berbunyi: 
َ َأهَُو  َعِن اْبِن ِحبَّا َن َواْبِن َماَجٍو َعْن َرُسْوِل هللِا َصَّلَّ هللُا عَلَْيِو َوَسَّلَّ
ََّما امَْبْيُع َعْن تََراٍض )رواه  ه
ِ
ن وابن ما جو(ابن حباكَاَل: ا
24
 
Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah 
sesungguhnya Rasulullah bersabda: Jual beli hanya sah 
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jika suka sama suka. (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu 
Majjah)
25 
Hadis di atas menjelaskan bahwa ketergantungan hukum sah 
atau tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang menunjukkan 
suka sama suka seperti adanya ucapan dan penerimaan barang dalam 
jual beli. 
3) Ijma‟ 
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan 
alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 
dirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Tetapi  bantuan atau 
barang yang dimiliki oleh orang lain yang kita butuhkan itu harus 
diganti dengan barang lain yang sesuai. Dengan jual beli yang benar 
dan sesuai syariat, kehidupan manusia akan berjalan dengan dinamis 
dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan mudah.
26
 
Dari penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa jual beli 
itu diperbolehkan dan prinsip utama dalam jual beli adalah atas dasar 
suka sama suka dan tidak mengandung unsur riba sehingga salah 
satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak penjual 
maupun pembeli. Dalam jual beli juga harus melalui jalan yang 
diperbolehkan menurut syara‟ dengan cara yang halal menurut 
peraturan-peraturan tentang aturan jual beli. 
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2. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Agar jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, 
maka jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syaratnya. Transaksi 
jual beli membutuhkan rukun dan syarat sebagai penegaknya. Tanpa rukun 
dan syarat, jual beli akan menjadi tidak sah.
27
 Rukun jual beli yang harus 
dipenuhi dan harus ada agar jual beli tersebut sah ada tiga macam, yaitu: 
1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli 
Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang 
yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Sedangkan pembeli 
adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya 
(uangnya). Orang yang berakad biasanya terdiri dari satu orang , 
beberapa orang dan bisa juga orang yang memiliki hak (‘aqid ashli).
28
 
Orang yang berakad diperlukan syarat memiliki kecakapan 
bertindak hukum sempurna antara lain: 
a) Berakal maksutnya adalah agar dia tidak terkecoh, dan dapat 
membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila 
salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan 
hukumnya adalah tidak sah. 
b) Dengan kehendak sendiri, maksudnya adalah bahwa dalam 
melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau 
paksaan atas pihak lain, yang mengakibatkan pihak lain tersebut 
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melakukan perbuatan jual beli
29
 bukan disebabkan kemauan sendiri 
melainkan ada unsur paksaan. 
c) Keadaan tidak mubazir, maksutnya adalah bahwa pihak yang 
mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang 
boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan 
sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksutnya, dia tidak 
dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan 
hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. 
d) Balig atau sudah dewasa.30 Dewasa dalam hukum Islam adalah 
apabila telah berumur 15 tahun keatas atau telah bermimpi (bagi 
anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), karena tidak sah 
transaksi yang dilakukan oleh anak kecil, yang belum mumayyiz, 
orang gila ataupun orang yang dipaksa.
31
 Tetapi, bagi anak-anak 
yang sudah dapat membedakan ,ana yang baik dan yang buruk, 
tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi 
atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan 




Setelah syarat tersebut terpenuhi, maka akad jual beli dapat 
dibuat dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan 
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pembeli tanpa adanya paksaan karena jual beli yang mengandung 
paksaan tidak diperbolehkan dan harus ada unsur suka sama suka agar 
jual beli dapat dibuat. 
2) Objek transaksi 
Objek transaksi yaitu sesuatu yang dibolehkan oleh syara‟ untuk 
dijual. Objek akad dapat berupa barang yang berwujud dan barang yang 
tidak berwujud. Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjual 
belikan. Menurut Sayid Sabiq objek jual beli harus memenuhi syarat, 
yang meliputi: 
a) Barang tersebut harus suci dan halal karena tidak boleh menjual 
barang yang diharamkan atau najis seperti miras, daging babi dan 
bangkai . Barang yang mutanajis boleh diperjual belikan tetapi 
barang tersebut telah disucikan.
33
 
b) Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia karena 




c) Barang tersebut adalah milik yang melakukan akad jual beli karena 
dilarang menjual barang yang bukan miliknya walaupun itu milik 
istrinya sendiri. 
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d) Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung karena barang 
yang dijadikan objek dalam jual beli tidak boleh ada masa waktunya 
saat terjadinya akad.  
e) Barang tersebut diketahui bentuknya dan harganya sudah jelas 
artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat 
diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukurannya agar tidak 
mengarah ke unsur yang mengandung penipuan.
35
 
Kelima syarat tersebut yang berkenaan dengan objek transaksi 
bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya harus dipenuhi untuk 
sahnya suatu transaksi. Namun, apabila salah satu syarat belum 
terpenuhi tetapi sudah menjadi muamalah umum dalam suatu tempat 





Akad adalah perikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli 
belum dikatakan sah apabila ijab dan kabul belum dilakukan, karena 
ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab 
kabul dilaksanakan secara lisan namun jika tidak mungkin dilakukan 
dengan lisan maka bisa dilakukan dengan cara surat menyurat atau 
media lain yang mengandung arti ijab dan kabul agar akad tersebut 
dapat terlaksana sesuai dengan kehendak kedua belah pihak.  
                                                             
35
 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia......, h.90 
36




Kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan 
hati, tanda yang jelas yang menunjukkan kerelaan adalah ijab dan 
kabul. Ada empat jenis bentuk akad, yaitu: akad dengan lisan (‘aqad bil 
lisan) yang tidak asing lagi serta mayoritas masyarakat banyak yang 
menggunakannya, akad dengan tulisan (‘aqad bil kitabah) yang 
biasanya dilakukan jika salah satu pihak dalam kondisi yang tidak 
memungkinkan melakukan akad secara lisan, akad dengan isyarat 
(‘aqad bil isyarah) biasanya dilakukan oleh orang yang tuna wicara, 
dan akad dengan perbuatan (‘’aqad bil al-Muathah).
37
 Bentuk akad 
tersebut digunakan oleh para pihak sesuai dengan situasi dan 
kondisinya karena hal yang terpenting dalam suatu sahnya suatu akad 
adalah penyampaian kehendak yang meliputi pengertian, kejelasan dan 
kesepakatan antara kedua belah pihak. 
Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat, yaitu: 
a) Syarat umum 
Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai 
akad yaitu adalah kedua orang yang melakukan akad cakap 
bertindak, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, 
akad itu diizinkan oleh syara‟ serta dilakukan oleh orang yang 
mempunyai hak melakukannya, dapat memberikan faedah, ijab terus 
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berjalan hingga terjadinya kabul dan ijab dan kabul harus 
bersambung agar akad tidak menjadi batal.
38
 
b) Syarat khusus 
Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang-
barang tertentu yang meliputi: barang yang diperjualbelikan harus 
dapat dipegang, harga awal harus diketahui seperti pada jual beli 
amanat, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi 
syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran timbangan seperti 
dalam jual beli yang memakai ukuran timbangan, tidak boleh 
menjual barang yang masih berada di tangan penjual.
39
 
Secara umum tujuan adanya rukun dan syarat adalah untuk 
menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad dan untuk menghindari 
jual beli gharar (terdapat unsur penipuan) yang dapat merugikan salah satu 
pihak yang berakad. 
3. Macam-macam jual beli 
Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, Imam 
Taqiyyudin membagi menjadi 3 bentuk, yaitu: 
a. Jual beli benda yang terlihat adalah pada saat melakukan akad, benda 
atau barang yang diperjuabelikan itu ada di depan penjual dan juga 
pembeli. 
                                                             
38
 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat,..................,h.98 
39




b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli 
salam (pesanan) 
c. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang oleh agama 
Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga 
dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan 
yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan dari salah satu pihak.
40
 
Menurut jumhur ulama jual beli terbagi menjadi 2 bagian, antara 
lain: 
a. Jual beli shahih yaitu adalah jual beli yang disyariatkan menurut asal 
dan sifatnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Namun, 
jual beli yang sah juga dapat dilarang dalam syariat bila melanggar 
ketentuan.
41
 Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu 
berpindahnya kepemilikan maksudnya dalah barang berpindah 
kepemilikan menjadi milik pembeli dan harga berpindah kepe milikan 
menjadi milik penjual. 
b. Jual beli ghairu shahih yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan 




Menurut Wahbah Al-Zuhaili membagi jual beli menjadi beberapa 
bagian yaitu: 
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a. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan 
pembeli), yaitu: 
1) Jual beli yang dilakukan orang gila adalah tidak sah, begitu juga jual 
beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk juga tidak sah 
karena dipandang tidak berakal 
2) Jual beli anak kecil (belum mumazzis) dipandang tidak sah kecuali 
dalam perkara-perkara yang dianggap ringan. 
3) Jual beli orang buta 
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang 
yang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena 
dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, 
bahkan menurut pendapat ulama Syafi‟iyah walaupun diterangkan 
juga sifatnya tetap dipandang tidak sah. 
4) Jual beli fudhlul yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin 
pemiliknya, menurut para ulama jual beli yang
43
 seperti ini 
dipandang tidak sah, karena dianggap mengambil hak orang lain 
(mencuri). 
5) Jual beli orang yang terhalang baik karena sakit maupun bodoh 
adalah tidak sah, karena dianggap tidak punya kepandaian dan 
ucapannya dipandang tidak dapat untuk dipegang. 
6) Jual beli Malja‟ yaitu jual beli yng dilakukan oleh orang yang sedang 
dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama 
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b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual 
belikan), antara lain: 
1) Jual beli Gharar yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan 
yang terjadi pada salah satu dari penjual ataupun pembeli
45
 dan 
dipandang tidak sah. 
2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan dianggap tidak sah 
karena tidak adanya kejelasan yang pasti. 
3) Jual beli Majhul yaitu jual beli yang barangnya tidak dapat 
diketahui secara menyeluruh dan menurut Jumhur Ulama dianggap 
tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara 
manusia. 
4) Jual beli sperma binatang yaitu jual beli sperma (mani) binatang 
seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar 
mendapat keturunan yang baik hukumnya adalah haram. 
5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur‟an) 
Jual beli barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti 
arak dan babi, hukumnya adalah haram. 
6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya 
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Jual beli yang demikian itu hukumnya adalah haram karena barang 
yang menjadi objek dari jual beli belum ada dan belum tampak 
jelas. 
7) Jual beli Muzabanah adalah jual beli buah yang basah dengan buah 
yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang 
basah. Hal ini dilarang karena padi atau biji-bijian yang basah akan 
mengakibatkan timbangan menjadi berat dan mengandung unsur 
penipuan dalam transaksi semacam ini.
46
 misalnya jual beli padi 
yang kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan 
ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik padi kering. 
Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang 
8) Jual beli Muhaqallah adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di 
kebun atau di sawah, maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama 
karena mengandung unsur riba di dalamnya. 
9) Jual beli Mukhadharah yaitu jual beli buah-buahan yang belum 
pantas untuk dipanen , misalnya rambutan yang masih hijau. Maka 
jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab barang tersebut 
masih samar dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) 
tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli sehingga akan 
menimbulkan kekecewaan salah satu pihak. 
10) Jual beli mulammasah adalah jual beli secara sentuh menyentuh, 
misalnya seorang menyentuh sehelai kain yang berarti bahwa 
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seseorang itu dianggap membeli kain tersebut maka jual beli yang 
seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur tipuan 
dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian pada salah satu 
pihak. 
11) Jual beli Munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar. 
Barang yang dilempar oleh penjual kemudian ditangkap oleh 
pembeli, tanpa mengetahui apa yang akan ditangkap itu. Maka jual 
beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan 
dapat merugikan salah satu pihak.
47
 
c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul) 
1) Jual beli Mu‟athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak 
(penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya 
tetapi tidak memakai ijab dan kabul
48
, maka jual beli seperti ini 
dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat dari 
jual beli.  
2) Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dari penjual dan kabul 
dari pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan 
untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas dari barang 
tersebut. 
3) Jual beli Munjiz yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu 
syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, 








maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap 
bertentangan dengan syarat dan rukun dari jual beli. 
4) Jual beli Najasyi adalah jual beli yang dilakukan dengan cara 
menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud 
mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang 
kawannya, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena 
dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan atas dasar kehendak 
sendiri) 
5) Menjual di atas penjualan orang lain yaitu apabila seseorang 
menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga 
barang tersebut, sehingga orang tersebut mau membeli barangnya. 
Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat 
menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara 
penjual (pedagang). 
6) Jual beli di bawah harga pasar yaitu apabila seseorang melakukan 
jual beli dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum 
mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum 
petani mengetahui harga pasar, kemudian pembeli menjualnya 
dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang 





7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain adalah dilarang 
oleh agama karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan 
dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).
49
 
4. Akad Jual Beli dan Akibat Hukumnya 
a. Pengertian akad 
Akad berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti perikatan, 
perjanjian dan permufakatan.
50
Secara etimologi (bahasa),’aqad 
mempunyai beberapa arti, antara lain: 
1) Mengikat (ar-rabthu), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan 
mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, 
kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda 
2) Sambungan (aqdatun), yaitu: Sambungan yang memegang kedua 
ujung itu dan mengikatnya. 
3) Janji (Al-‘Ahdu), sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur‟an: 
بُّ امُْمتَِّلْيَ   بَََّل َمْن َأْوََف ِبَعهِْد ِه َواتَّلَى فٍَا نَّ هللَا ُُيِ
Artinya:  Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan 
bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang bertakwa. (QS. Ali-Imran 76).
51
 
Secara istilah (terminologi) akad berarti: Perikatan ijab kabul 
yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. 
Kehendak atau keinginan pihak pihak terikat itu sifatnya tersembunyi 




 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h.97 
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dalam hati karena itu untuk mengungkapkan keinginan tersebut 
diungkap dengan suatu pernyataan yang disebut dengan ijab dan kabul 
Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang 
menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari 
satu pihak seperti talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak 
seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah dan gadai. 
Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan 
pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan 
kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada 
sesuatu. Sedangkan makna akad secara umum yaitu adalah setiap 
perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau 




Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan 
antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara‟ dan 
menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Sedangkan 
menurut pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad 
yaitu kesepakatan yang ada dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh 




b. Rukun dan syarat akad 
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Rukun-rukun akad menurut kalangan jumhur fuqaha adalah 
sebagai berikut: 
1) „aqid yaitu orang yang melakukan akad 
Pelaku akad yang dimaksud di sini adalah bisa berupa satu 
orang atau banyak orang. Subjek akad dapat berbentuk perorangan 
atau dan dapat juga dalam bentuk badan hukum. 
Orang yang berakad disyaratkan mempunyai kemampuan 
(ahliyah) dan kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad yakni 
mempunyai kewenangan melakukan akad. Ahliyah yaitu kemampuan 
atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara‟ berupa hak-
hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti berakal 
yang memiliki makna tidak gila sehingga mampu memahami ucapan 
yang dikatakan oleh orang lain. Biasanya mereka akan memiliki 
ahliyah apabila mereka telah baligh. Wilayah merupakan kekuasaan 
atau kewenangan secara syar‟i yang memungkinkan pemiliknya 
melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat 
hukum.
54
 Dan yang terpenting yaitu orang yang melakukan akad 
harus bebas dari tekanan sehingga mampu memilih secara bebas 
yang dikehendaki. 
2) Ma’qud ‘alaih yaitu benda yang diakadkan 
Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek 
transaksi. Syarat-syarat Ma’qud ‘alaih antara lain adalah: 
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a) Barang yang masyru’ 
Barang yang dimaksud adalah barang yang menurut 
hukum Islam sah untuk dijadikan sebagai objek kontrak, yaitu 
barang yang dimiliki serta halal dimanfaatkan. 
b) Bisa diserahterimakan waktu akad 
Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak 
agar tidak adanya penipuan, namun tidak berarti harus dapat 
diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa diserahterimakan itu 
tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut 
dimiliki penjual. 
c) Jelas diketahui oleh para pihak akad 
Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah 
pihak. Barang yang tidak jelas diketahui oleh para pihak akad itu 
tidak boleh menjadi objek transaksi. Apabila syarat ini tidak 
terpenuhi, maka akan timbul suatu perselisihan. 
d) Objek akad harus ada pada saat akad 
Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak 
dilangsungkan.
55
 Barang yang dijadikan objek akad diketahui 
banyaknya, beratnya, kualitasnya serta ukurannya agar tidak 
mengarah pada unsur yang mengandung penipuan.
56
 
3) Shighat al aqd yaitu ijab dan kabul, ijab yaitu permulaan penjelasan 
yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran 
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keinginannya untuk mengadakan akad, sedangkan kabul yaitu 
perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan 
setelah adanya ijab. 
Para ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat yang 
harus dipenuhi dalam suatu akad. Adapun syarat terjadinya akad ada 
dua macam, yaitu: 
a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib 
sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum 
tersebut antara lain: pihak-pihak yang melakukan akad adalah 
pihak yang dipandang mampu bertindak menurut hukum 
(mukallaf), objek akad diketahui oleh syara‟ yang harus 
memenuhi syarat-syarat di antaranya dimiliki oleh seseorang yang 
berbentuk harta serta bernilai menurut syara‟, akad tersebut tidak 
dilarang oleh nash syara‟ , akad yang dilakukan tersebut 
memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, 
akad tersebut bermanfaat dan ijab tetap utuh sampai terjadinya 
kabul. 
b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu yang wujudnya wajib 
ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan 
idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum. 
Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam berbagai macam 
akad yaitu: kedua orang yang melakukan akad cakap dalam 




itu diizinkan oleh syara‟, bukan akad yang dilarang oleh syara‟, 
ijab berjalan terus serta tidak dicabut sebelum terjadi kabul, ijab 
dan kabul harus bersambung sehingga bila seseorang yang berijab 




c. Akibat Hukum Akad 
Menurut para ulama fiqh, setiap akad mempunyai akibat hukum 
yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula,
58
 seperti 
pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat 
mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali 
disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara‟, seperti terdapat cacat pada 




Akibat hukum dalam Islam dibedakan menjadi dua yaitu: 
1) Akibat hukum pokok yang disebut dengan hukum akad (hukm al 
aqd) 
Hukum akad yang dimaksud adalah terwujudnya tujuan akad yang 
menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak. 
2) Akibat hukum tambahan yang disebut hak-hak akad 
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Akibat hukum tambahan maksudnya adalah dengan timbulnya hak-
hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam rangka 
mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok.
60
 
Apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syaratnya maka 
akad tersebut sah tetapi, ada kemungkinan bahwa akibat hukum akad 
belum dapat dilaksanakan.
61
 Untuk dapat dilaksanakan akibat 
hukumnya, akad yang sudah sah tersebut harus memenuhi dua syarat 
berlakunya akibat hukum yaitu: 
1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad 
Kewenangan atas objek barang terpenuhi apabila mempunyai 
kepemilikan atas objek yang bersangkutan atau mendapat kuasa dari 
pemilik dan objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. 
2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. 
Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi apabila telah mencapai 




Jika dilihat dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
maksud utama dari pelaksanaan akad dan akibat hukum yang hendak 
dicapai dengan adanya akad yaitu adalah pembeli memperoleh barang 
karena melakukan akad. 
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5. Khiyar dalam Jual Beli 
a. Pengertian Khiyar 
Khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan.
63
 Khiyar artinya boleh 
memilih antara dua pilihan yaitu meneruskan akad jual beli tersebut 
atau mengurungkan (tidak jadi melakukan jual beli). Diadakan khiyar 
oleh syara‟ adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan 




Wahbah Al-Zuhaily mendefinisikan bahwa khiyar adalah hak 
pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan 
transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang 




Arti khiyar menurut ulama fiqh yaitu suatu keadaan yang 
menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni 
menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar 
syarat, „aib atau ru‟yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang 
jika khiyar ta‟yin. 
Dengan demikian khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh dua 
orang yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau 
membatalkan akad yang telah terjadi. Khiyar berguna untuk menjaga 
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hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-
sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari. 
Hak khiyar ditetapkan syari‟at Islam bagi orang-orang yang 
melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang 
mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu 
transaksi akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut 
ulama fiqh adalah disyari‟atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan 
yang mendesak dalam pertimbangan kemaslahatan masing-masing 
pihak yang melakukan transaksi.
66
 
Dalam jual beli berlaku khiyar. Menurut agama Islam 
diperbolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan 
membatalkannya. Hak khiyar ditetapkan dalam syariat Islam untuk 
menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik antara kedua belah pihak 
yang melakukan jual beli.
67
 
Khiyar dalam masalah jual beli disyariatkan dalam masalah-
masalah sebagai berikut: 
1) Jika penjual dan pembeli masih dalam satu tempat dan belum 
berpisah, maka keduanya mempunyai khiyar untuk melakukan jual 
beli atau membatalkannya  
2) Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan khiyar itu 
berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakati, 
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maka keduanya terikat dengan khiyar tersebut hingga waktunya 
habis. 
3) Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan 
tersebut mencapai sepertiga lebih, maka pembeli diperbolehkan 
membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar. 
4) Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia keluarkan 
yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang 
bagus dan menyembunyikan yang rusak, maka pembeli mempunyai 
khiyar untuk membatalkan jual beli atau melangsungkannya. 
5) Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan 
sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ridha ketika proses tawar-
menawar, maka pembeli mempunyai khiyar antara mengadakan jual 
beli atau membatalkannya. 
6) Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang 
atau sifatnya, maka keduanya bersumpah kemudian keduanya 




b. Dasar Hukum Khiyar 
1) Q.S. Al-Baqarah ayat 42 
قَّ َوَاهُُْتْ تَْعلَُمْونَ َواَلتَلِْبُسْوا امَْحقَّ  ِبمَْباِطِل َوتَْكُتُمواامْحَ   
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Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan 




Maksud dari ayat di atas adalah bahwa di dalam khiyar harus 
mengandung prinsip-prinsip yang sesuai dengan syara‟ dan harus 
atas dasar suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli, maka 
berhati-hatilah dalam melakukan jual beli agar mendapatkan barang 
yang baik dan disukai, dan bersikap jujur serta menjelaskan keadaan 
barang yang sebenarnya serta tidak menyembunyikan cacat yang 
terdapat dalam suatu barang yang dijadikan objek transaksi. 
2) Hadis 
Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah Saw. 
Bersabda, dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi 
belum saling terpisah atau beliau bersabda hingga keduanya saling 
terpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya 
diberkahi jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan 





Status khiyar, menurut ulama fiqih adalah disyari‟atkan atau 
diperbolehkan karena dengan adanya khiyar masing-masing pihak 
yang melakukan transaksi tidak ada yang merasa tertipu atau karena 
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suatu keperluan yang sangat mendesak yang menyebabkan khiyar 
terjadi dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing 
pihak yang melakukan suatu transaksi. 
c. Macam-macam Khiyar 
Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu:  
1) Khiyar Syarat 
a) Arti khiyar syarat 
Khiyar syarat adalah hak yang disyaratkan oleh seorang 
atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang 
telah diikat. 
Pengertian khiyar syarat menurut para ulama fiqih adalah 
Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau 
masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad 
memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu 
yang ditentukan. 
Menurut Imam Hambali bahwa masa khiyar syarat dapat 
berlangsung sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan 
pihak pembeli. Menurut ulama Maliki bahwa waktu khiyar syarat 
sangat ditentukan oleh kondisi barang yang dijual.
71
  
Khiyar syarat disyari‟atkan untuk menjaga kedua belah 
pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu 
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akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan 
dusta. 
Syarat sah khiyar syarat menurut Dr, Yusuf al-Subaily, 
yaitu: Kedua belah pihak saling rela dan waktunya jelas sekalipun 
jangkanya panjang. 
Berakhirnya masa khiyar Para ulama berselisih 
pendapat,namun pada umumnya mereka sepakat yaitu ditandai 
dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati
72
 atau 
keduanya sepakat mengakhiri waktu khiyar sebelum berakhirnya 
wktu yang disepakati sebelumnya. 
2) Khiyar Majlis 
a) Arti khiyar Majlis 
Khiyar majlis adalah hak pilih antara penjual dan pembeli 
untuk meneruskan jual beli atau membatalkan transaksi selama 
kedua belah pihak masih ada dalam satu tempat (majlis) dan 
belum berpisah badan.  
Pengertian khiyar majlis menurut ulama fiqih adalah: Hak 
bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad 
selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum 
berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman 
dalam akad. 
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Dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua 
belah pihak telah berpisah atau memilih. Apabila pihak penjual 
dan pembeli telah terpisah dari tempat akad tersebut berarti 
bahwa khiyar majlis tidak berlaku (batal). Namun, khiyar majlis 
tidak dapat berada di setiap akad. Khiyar majlis hanya ada pada 
akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli dan upah-
mengupah.  
Pada prinsipnya khiyar majlis berakhir dengan adanya dua 
hal yaitu kedua belah pihak memilih akan meneruskan akad 




b) Pandangan para ulama tentang khiyar majlis 
Berkenaan dengan khiyar majlis, para ulama berpendapat 
bahwa khiyar majlis terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 
(1) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah 
Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat lazim 
dengan adanya ijab dan kabul, serta tidak bisa hanya dengan 
khiyar, sebab Allah SWT. menyuruh untuk menepati janji, 
sedangkan khiyar menghilangkan keharusan tersebut. 
Selain itu, suatu akad tidak akan sempurna, kecuali 
dengan adanya keridhaan, sedangkan keridhaan hanya dapat 
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diketahui dengan ijab dan kabul. Dengan demikian, 
keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas khiyar majlis. 
(2) Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah 
Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat adanya 
khiyar majlis.
74
 Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika 
pihak yang akad menyatakan ijab dan kabul, akad tersebut 
masih termasuk akad yang boleh dan tidak lazim selagi 
keduanya masih berada di satu tempat atau belum berpisah 
badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk 
membatalkan, menjadikan atau saling berpikir. Adapun 
batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau 
kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan 
berjalan, naik tangga, atau turun harga dan lain-lain. 
3) Khiyar „Aib 
a) Arti khiyar „aib 
Khiyar „aib yaitu suatu hak yang diberikan kepada 
pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika 
si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya 
sehingga menurunkan nilai jual pada umumnya
75
 atau 
mengurangi nilai barang tersebut.  
Dasar hukumnya adalah hadis Nabi saw. : Seorang muslim 
adalah bersaudara dengan orang muslim lainnya, karena itu tidak 
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boleh seorang muslim menjual sesuatu yang mengandung cacat 
kepada muslim lainnya, kecuali ia menjelaskan adanya cacat 
tersebut. (H.R. Ahmad, Ibnu Majah dan Daruquthni dari „Uqbah 
bin Amir). 
Menurut ulama fiqih khiyar „aib adalah keadaan yang 
membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk 
membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib 
(kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar 
yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad. 
Khiyar „aib dilakukan sesuai dengan perjanjian antara 
kedua belah pihak, artinya jika barang yang dijual itu terdapat 




Dengan demikian diketahui bahwa penyebab khiyar „aib 
adalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan (ma’qud 
alaih) karena kurangnya nilai atau tidak sesuai dengan maksud 
dan orang yang berakad tidak meneliti kecacatannya ketika 
melakukan akad.  
b) „Aib mengharuskan khiyar 
Ulama hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa „aib 
pada khiyar adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya 
kekurangan dari aslinya yang merusak objek jual beli. 
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Menurut ulama Syafi‟iyah adalah segala sesuatu yang 
dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud 




c) Syarat tetapnya khiyar 
Menurut Abdurrahman al-Jaziri, untuk mengembalikan 
barang yang telah dibeli karena adanya cacat harus dipenuhi 
beberapa syarat, yaitu: 
(1) Barang atau benda yang seharusnya mulus atau terlepas dari 
cacat ternyata memiliki cacat 
(2) Karena sulitnya menghilangkan cacat tersebut. Jika 
menghilangkan cacat tersebut tidak mengalami kesulitan 
maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan. Seperti 
membeli pakaian yang terkena najis. 
(3) Cacat tersebut berada di tangan penjual yang berarti cacat 
barang tersebut bukan diakibatkan oleh pembeli 
(4) Cacat tersebut tidak hilang sebelum terjadinya pembatalan 
akad 
(5) Penjual mensyaratkan bahwa barang yang dijualnya tersebut 
bebas cacat. 
Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang 
yang telah dibeli dan mengambil harganya atau tetap menahan 
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barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak 
penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap 
membawa barang yang dibelinya dan penjual memberikan ganti 
rugi cacatnya maka itu diperbolehkan. 
d) Waktu khiyar „aib 
Khiyar „aib tetap ada sejak munculnya cacat walaupun 
akad telah berlangsung cukup lama. Dalam mengembalikan 
barang yang cacat sebaiknya dilakukan dengan segera dan jangan 
dipakai sebelum dikembalikan karena ketika barang yang dibeli 
sudah dipakai dalam waktu lama maka khiyar „aib tidak berlaku 
(batal). Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 
membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah 
ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung. 
Ulama Syafi‟iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 
pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahui cacatnya, 
yakni secara langsung menurut adat dan tidak boleh 
ditangguhkan.
78
 Tetapi, tidak dianggap menangguhkan jika 
diselingi shalat, makan, dan minum. Apabila mengakhir-akhirkan 
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6. Tanggung Jawab Penjual dan Pembeli 
Jual beli adalah suatu perjanjian yang mana salah satu pihak 
mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan 
pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.
79
 
Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak 
dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian 
tersebut. 
a. Hak penjual dan pembeli 
1) Hak dari penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya 
dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua 
belah pihak. 
2) Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya dari 
pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
80
 
b. Kewajiban Penjual dan pembeli 
1) Kewajiban penjual 
Kewajiban penjual dalam jual beli adalah menyerahkan hak 
milik atas barang yang diperjualbelikan. Penyerahan barang dalam 
jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke 
dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli 
2) Kewajiban pembeli 
Kewajiban pembeli dalam jual beli adalah membayar harga 
barang yang dibeli. Pembeli wajib menyelesaikan pelunasan harga 
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barang yang dibeli bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli 
tidak ada artinya tanpa pembayaran harga. Menurut abdulkadir 
muhammad, kewajiban pokok pembeli adalah menerima barang dan 
membayar harganya sesuai dengan perjanjian di mana jumlah 
pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian. 
81
 
B. Tinjauan Pustaka 
Banyak literature yang membahas tentang jual beli baik berupa skripsi 
maupun jurnal yang hampir sama dengan penelitian ini, namun tentunya ada 
perbedaan dalam objek serta tempat yang digunakan sebagai kajian dalam 
penelitian. Maka diperlukan beberapa referensi yang digunakan sebagai 
bentuk penguat untuk penelitian ini. Adapun referensi tersebut antara lain: 
1. Jurnal Rizky Febrina Purnamasari Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya (2013), yang berjudul: Tanggungjawab Penjual Terhadap 
Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru dalam hal 
adanya Cacat Tersembunyi. Jurnal ini mengemukakan bahwa tanggung 
jawab yang dapat diberikan oleh penjual adalah apabila ada cacat 
tersembunyi dan tanggung jawab tersebut hanya sebatas penggantian 
suku cadang atau kerusakan yang sejenis bukan mengganti dengan 




Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Rizky Febrina 
Purnamasari adalah pada tanggung jawabnya. Jika dalam penelitian 
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Rizky Febrina Purnamasari dealer akan tetap bertanggung jawab sesuai 
dengan waktu garansi yang terdapat dalam surat perjanjian jual beli, 
karena cacat tersembunyi tidak diketahui oleh dealer ketika menjual 
sepede motor tersebut sedangkan dalam penelitian ini agen meminta 
tanggung jawab sepenuhnya kepada produsen padahal ketika genting 
cacat sebelum diangkut ke mobil kuli menggantinya dengan genting yang 
lain. 
2. Skripsi Ahmad Syarifudin Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga (2004) 
yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wewenang Makelar 
dalam Jual Beli Genting”. Skripsi ini mendeskripsikan bahwa wewenang 
makelar genting merupakan bagian dari cara untuk memperlancar jual 
beli genting. dimana wewenang tersebut diberikan oleh pemilik genting 
kepada makelar sebagai bentuk kerja sama demi lancarnya transaksi 
antara konsumen dan produsen.
83
 
Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Ahmad Syarifudin 
adalah jika dalam penelitian Ahmad Syarifudin makelar hanya sebagai 
perantara antara produsen dan konsumen tanpa menanggung resiko 
sedangkan dalam penelitian ini agen bukan hanya sebagai perantara 
melainkan agen juga melakukan akad (kesepakatan) langsung dengan 
produsen. 
3. Skripsi Ahmad Saefudin Fakultas Syari‟ah UIN Walisongo Semarang 
(2015) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli 
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Batu Bata Merah. Skripsi ini mengemukakan bahwa dalam usaha 
pembuatan batu bata merah dari tahun ke tahun harganya mengalami 
perkembangan, hal tersebut yang menyebabkan pengusaha batu bata 
merah mendapat penghasilan yang lebih dari cukup.
84
 
Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Ahmad Saefudin 
adalah pada tanggung jawabnya.  Jika dalam penelitian Ahmad Saefudin 
pegusaha batu bata merah tidak menghiraukan keluhan dari konsumen 
apabila konsumen meminta tanggungjawab karena terjadi cacat pada 
barang yang sampai di tempat konsumen dan konsumen telah membayar 
batu bata merah ketika terjadi kesepakatan di awal akad sedangkan dalam 
penelitian ini agen meminta tanggung jawab secara paksa kepada 
produsen karena agen membayar ketika genting sudah dibawa oleh agen 
2-3 hari dan akan langsung dipotong dengan total genting yang pecah 
ketika sampai di tempat tujuan padahal agen membeli dengan 
perhitungan bersih di tobong. 
4. Skripsi Anni Amilul Kasanah Fakultas Syari‟ah STAIN Ponorogo (2016) 
yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prektek Jual Beli 
Genting. Skripsi ini mengemukakan bahwa praktek jual beli genting 
merupakan hal yang sudah biasa karena banyak masyarakat yang 
memproduksi genting. Apabila ada suatu kendala atau permasalahan 
maka pihak penjual sudah bisa untuk mengatasinya yaitu dengan 
                                                             
84








Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Anni Amilul Kasanah 
adalah penyelesaian permasalahan. Jika dalam penelitian Anni Amilul 
Kasanah penjual bermusyawarah terlebih dahulu dengan pembeli apabila 
ada permasalahan mengenai kualitas genting sedangkan dalam penelitian 
ini agen langsung memotong pembayaran dengan jumlah genting yang 
pecah tanpa harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan produsen. 
5. Skripsi Deni Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 
2019 yang berjudul Tanggung Jawab Makelar Dalam Transaksi Jual 
Beli Sepeda Motor Studi pada Pedagang Sepeda Motor Bekas di Bandar 
Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. 
Skripsi ini menyimpulkan bahwa makelar mempunyai hubungan tidak 
tetap dengan penjual atau pembeli dalam melakukan perbuatannya, 
hubungan tidak tetap tersebut dapat diidentifikasi bahwa ketika makelar 
telah menyelasaikan apa yang menjadi kewajibannya serta mendapatkan 
haknya maka selesai sudah perhubungan hukum antara makelar dengan 
pihak pembeli atau penjual. Namun dalam kasus yang terjadi makelar 
harus bertanggung jawab terhadap barang yang rusak karena penjual 
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tidak mau bertanggung jawab dan menganggap bahwa makelar sebagai 
penerima kuasa dari penjual yang bertanggung jawab.
86
 
Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Deni Kurniawan adalah 
pada tanggung jawabnya. Jika dalam penelitian Deni Kurniawan makelar 
tetap bertanggung jawab apabila terdapat barang yang rusak sedangkan 
dalam penelitian ini agen meminta tanggung jawab sepenuhnya kepada 
produsen apabila ada genting yang pecah. 
Dari beberapa penelitian di atas maka ada perbedaan antara 
skripsi ini dengan skripsi-skripsi yang ada di atas yaitu masalah yang 
terjadi, objek serta tempat penelitian. Penelitian ini lebih fokus kepada 
tanggung jawab genting yang pecah ketika sampai tujuan. 
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